
 
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 NOMOR 8 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 
13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA BANDAR LAMPUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 

 
Menimbang :

  
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 

ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi 
Program Pemanfaatan Ruang, maka perlu 
mengubah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 
Lampung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan  Wali Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4      
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956       
No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5    
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) 
dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956  No. 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019      
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk Betung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3213); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah 
Tingkat II Tanjungkarang-Teluk Betung menjadi 
Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia          
Nomor 3254); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012         
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 
(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung      
Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 
13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN 
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 
BANDAR LAMPUNG. 

 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar 
Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota 
Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 13) diubah 
sebagai berikut: 

 
  1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 

2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari 
Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 
lebih tinggi kepada  Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan 
tanggung jawab dan tanggung gugat beralih  
sepenuhnya kepada penerima delegasi.  

5. Pendelegasian Kewenangan adalah 
pelimpahan/penyerahan suatu tugas 
dan/atau tanggung jawab kepada pihak yang 
ditunjuk untuk melaksanakannya. 

6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan 
berusaha di daerah yang proses 
pengelolaannya secara elektronik mulai dari 
tahap permohonan sampai dengan terbitnya 
dokumen yang dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu. 

7. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah 
kegiatan Nonperizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara terpadu dalam 
satu pintu dan satu tempat. 

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang penanaman modal 
dan PTSP Daerah. 

9. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah 
Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang 
diberikan kepada pelaku usaha untuk 
memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 
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12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya 
cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau 

kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah 
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat 

Risiko kegiatan usaha. 

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan 
secara terintegrasi dalam satu kesatuan 
proses dimulai dari tahapan permohonan 
sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan terpadu satu pintu. 

15. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada 
perangkat daerah yang menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan dibidang penanaman 
modal. 

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik atau Online Single 
Submission yang selanjutnya disingkat OSS 
adalah sistem Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan 
atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, 
Bupati/Wali Kota, kepada pelaku usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

17. Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi 
Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat SAI 
BETIK adalah Sistem Aplikasi Layanan 
Perizinan Online yang digunakan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu sebagai pendukung sistem OSS. 

18. Nonperizinan adalah pemberian dokumen 
atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu 
kepada seseorang atau sekelompok orang 
dalam kemudahan pelayanan dan informasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
yang selanjutnya disebut KBLI adalah 
pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi 
Indonesia yang menghasilkan produk/output 
baik berupa barang maupun jasa, 
berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha 
yang digunakan sebagai acuan standar dan 
alat  koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi 
penyelenggaraan statistik. 

20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat PKKPR adalah dokumen yang 
menyatakan kesesuaian antara rencana 
kegiatan pemanfaatan ruang dengan 
Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR). 
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21. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan 
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup 
yang telah mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

  2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7) diubah 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

  (1) Walikota memberikan pendelegasian seluruh 
kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis 
Resiko, Perizinan Non Berusaha, dan 
Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) meliputi: 
a. perizinan berusaha berbasis risiko ber 

KBLI; 
b. perizinan berusaha Non KBLI; 
c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan 
d. nonperizinan. 

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
melalui sistem OSS yang dikelola oleh 
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis 
risiko.  

(4) Perizinan berusaha berbasis resiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselenggarakan terdiri atas sektor: 

 

a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. perindustrian; 
e. perdagangan; 
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
g. transportasi; 
h. kesehatan, obat dan makanan; 
i. pendidikan dan kebudayaan; 
j. pariwisata; 
k. pos, telekomunikasi penyiaran, dan 

sistem dan transaksi elektronik; dan 
l. ketenagakerjaan.        

(5) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan 
persyaratan dan/atau kewajiban perizinan 
berusaha dalam menunjang kegiatan usaha 
berpedomanan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
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(6) Perizinan Non berusaha Non KBLI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
merupakan perizinan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan diluar 
perizinan berusaha berbasis risiko yang 
diselenggarakan meliputi: 

a. perizinan reklame; 
b. perizinan tenaga kesehatan baik medis 

maupun non medis; 
c. perizinan sektoral di luar perizinan 

berusaha; 
d. PKKPR; dan 
e. persetujuan lingkungan. 

(7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d, yang diselenggarakan dalam 
bidang penelitian dan sosial sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(8) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha 
yang dikenakan pajak daerah, pelaku usaha 
sebelum mengajukan perizinan wajib 
melakukan konfirmasi status wajib pajak 
daerah. 

Pasal II 

  Peraturan  Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar 
Lampung. 

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Februari 2022 

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 

Cap/dto 
 
 

EVA DWIANA 
 

 
Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Februari 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, 
 
 

Cap/dto 
 

SUKARMA WIJAYA 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 8                               


